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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011


BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA


I. KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA SURAKARTA
A. POTENSI UNGGULAN DAERAH
Setiap daerah akan selalu berusaha  untuk mencapai  pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk membawa daerahnya kepada kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Daerah mengukur keberhasilan perekonomian wilayahnya dengan berbagai metode atau indikator yang representative terhadap perubahan perekonomiannnya. Pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu daerah. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu daerah. Peningkatan ini dapat dilihat dari seberapa besar angka PDRB di wilayah tersebut. Sebab angka PDRB merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit kegiatan/usaha dalam waktu dan wilayah tertentu.
Dari Tabel 1.7 dapat dilihat bahwa kategori konstruksi, Perdagangan, informasi dan komunikasi, serta kategori Industri Pengolahan merupakan sektor unggulan Kota Surakarta. Hal ini ditunjukkan dari besarnya angka yang menyumbang pada besarnya angka PDRB secara keseluruhan. Kontribusi kategori terbesar terhadap ekonomi Kota Surakarta yaitu konstruksi memberi kontribusi sebesar 26,71 % ditahun 2018 mengalami kenaikan 27,16 % di tahun 2018 (Konstruksi). Kontribusi kategori terbesar kedua adalah Perdagangan yang memberikan konstribusi sebesar 22,43 % di tahun 2018 dan mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu sebesar 22,24%.






Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018 (Juta Rupiah)
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Sumber: BPS Kota Surakarta

Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut 
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Surakarta 2017-2018


II. PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukkan dari turunan angka PDRB yang menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi  di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir dari suatu pembangunan daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi digambarkan sebagai fungsi dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan nilai ekspor-impor. Indikator ekonomi makro kota secara umum dapat dilihat dari tingkat laju inflasi, Produks Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan selisih nilai ekspor dan impornya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tahun 2018 laju inflasi di Kota Surakarta sebesar 2,45 % lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 2,82 %, dan masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 3,13 %. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk ekspektasi inflasi di tingkat masyarakat. Sehingga berpengaruh terhadap terkendalinya harga komoditas barang dan jasa  di pasaran  yang menekan angka inflasi selama tahun 2018.
2. Laju pertumbuhan ekonomi kota Surakarta tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,38 %, kontribusi kategori terbesar adalah konstruksi sebesar 27,16% disusul kategori perdagangan sebesar 22,24 % dan urutan ke-3 kategori infomasi dan komunikasi sebesar 11,39 %. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 didorong hampir semua kategori kecuali kategori pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (5,32%) maupun nasional (5,17%).
3. PDRB Kota Surakarta tahun 2018 atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,2 trilyun atau 7,90 %, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 41.066.139.470.000,- dan pada tahun 2018 sebesar                                                            Rp. 44.308.603.530.000,-. Sedangkan PDRB atas dasar konstan tahun 2010, ada kenaikan sebesar Rp. 1.697.185.920.000,-. Atau naik sebesar 5,38 %, dimana pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 31.562.980.460.000,- dan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 33.260.166.380.000,-.
4. Pendapatan per kapita tahun 2018 adalah Rp. 64.315.096,- lebih tinggi 4,97 % dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 61.267.769,-. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Kota Surakarta menjadi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

III.  KONDISI SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dalam rangka untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibangun dengan pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.
Kondisi sosial dan kesejateraan rakyat meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan. 
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tabel 1 Perkembangan Capaian Indikator Komposit IPM
di Kota Surakarta Tahun 2017
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	2017

	1
	Angka Harapan Hidup (AHH)
	Tahun
	77,06

	2
	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Tahun
	14,51

	3
	Rata-rata Lama Sekolah (RLM)
	Tahun
	10,38

	4
	Pengeluaran per kapita 
	Ribu Rupiah
	13.986

	IPM Kota Surakarta
	80,85

	IPM Jawa Tengah
	70,52

	IPM Indonesia
	70,81


Sumber: BPS Kota Surakarta

Untuk Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta Tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa tengah (70,52) maupun IPM nasional (70,81)
b. Angka Kemiskinan
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
Angka kemiskinan kota Surakarta tahun 2018 sebesar 9,08% mengalami penurunan sebesar 1,57 %, yang pada tahun 2017 angka kemiskinannya sebesar 10,65%. 
Tabel 5. Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Surakarta, 
Prov.Jawa Tengah, Nasional
Tahun 2017-2018
	NO
	INDIKATOR
	SATUAN
	2017
	2018

	1
	Kota Surakarta
	%
	10,65
	9,08

	2
	Provinsi Jawa Tengah
	%
	13,01
	11,32

	3
	Nasional
	%
	10,12
	9,66



Tabel 6 .Perkembangan Komponen Angka Kemiskinan
Kota Surakarta Tahun 2017-2018
	INDIKATOR
	2017
	2018

	Garis Kemiskinan (Rupiah)
	448.062
	464.063

	Jumlah penduduk miskin (dalam 000)
	54,89
	46,99

	Persentase penduduk miskin (%)
	10,65
	9,08

	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
	1,87
	1,47

	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)
	0,44
	0,35


Sumber: BPS Kota Surakarta

Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok makanan dan non makanan. Naiknya Garis Kemiskinan Kota Surakarta  mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan pada standar penduduk miskin di Kota Surakarta.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2018 emakin dangkal dibanding dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2017. Artinya bahwa secara umum penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2018 semakin kecil dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2017 sehingga ketimpangan antar penduduk miskin semakin mengecil.

IV. KEBIJAKAN APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018 
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menggunakan akrual basis, dan menjadi pedoman baku bagi pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk pertanggungjawabam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam basis akrual untuk yang ketiga  kalinya.
[bookmark: _GoBack]Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah dan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai           berikut :
1. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2018.
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Surakarta berkaitan dengan sumber-sumber pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kota Surakarta.
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2018.
Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi daerah.
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah  dan Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 061/19568 tanggal 27 Desember 2017 dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor  3 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Daerah Kota Surakarta, dalam APBD Tahun Anggaran 2018 khususnya beberapa UPT di Kota Surakarta yang mengalami perubahan klasifikasi dan terdegradasi serta terlikuidasi. 
Struktur APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 berpedoman sepenuhnya kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Komposisi APBD 2018 diproyeksikan sebagai satu kesatuan format sebagai berikut:  
1. 	Pendapatan Daerah, terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
b.	Dana Perimbangan, meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi : Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya,
2.	Belanja Daerah, terdiri dari :
a. 	Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai (termasuk Tambahan Penghasilan);  Belanja Bunga; Belanja Hibah;  Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik; Belanja Tak Terduga. 
b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Modal.
3. 	Pembiayaan, terdiri dari :
a. 	Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA); Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman/Dana Bergulir; Penerimaan dari pihak ketiga. 
b.	Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengembalian Kepada Pihak Ketiga

V.  	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1. 	Permasalahan utama Pendapatan Daerah
	Permasalahan utama pendapatan daerah adalah tingginya kebutuhan daerah dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sehingga daerah masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi demikian menuntut pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah. Proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah, perlu didasarkan potensi masing-masing sumber pendapatan dengan melakukan upaya peningkatan pendapatan, melalui optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi secara online dengan dukungan sarana dan prasarana maupun peningkatan SDM pemungut pajak dan retribusi serta peningkatan kesadaran kewajiban wajib pajak dan retribusi. 
Adanya kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana transfer ke pemerintah daerah lebih daripada alokasi belanja kementerian/lembaga memberikan peluang kenaikan dana transfer seperti Dana Alokasi Khusus yang berdasar pada proposal yang diajukan oleh daerah. 
2. 	Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1)  Semua pendapatan asli daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil.
2) Pendapatan asli daerah dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur sacara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan berpedoman pada:
a) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
b) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
c) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Walikota Nomor 973/95/1/2017 tentang Penetapan NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018; 
d) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; dan
e) Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2017, berdasarkan :
e.1)	Keputusan Walikota Surakarta tanggal 22 Maret 2018  Nomor 580/14.6 Tahun 2018 tentang Pengesahan Laporan Laba/Rugi Tahun 2017 dan Neraca Per 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;
e.2)	Keputusan Walikota Surakarta tanggal 1 Maret 2018 Nomor 539/13.3 Tahun 2018 tentang Pengesahan Laporan Laba/Rugi Tahun 2017 dan Neraca Per 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Taman Satwa taru Jurug Surakarta Tahun 2017;
e.3)	Keputusan Walikota Surakarta tanggal 29 Maret 2018 Nomor 539/15.2 Tahun 2018 tentang Laporan Neraca dan Laba/Rugi Per 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta Tahun 2017;
e.4) Keputusan Walikota Surakarta tanggal 22 Maret 2018 Nomor 539/33 Tahun 2018 tentang Pengesahan Laporan Laba/Rugi Tahun 2017 dan Neraca Per 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta
f) Perda lain yang terkait.
3)  Pendapatan dari bagi hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan tentang pengesahan laporan keuangan perusahaan daerah tahun 2017.
4) Guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah; 
5)  Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran kecuali hibah terikat diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. 
b. Dana Perimbangan.
Terhadap alokasi dan penggunaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat disesuaikan dengan :
b.1) Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018;
b.2)  Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018; 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
c.1) Alokasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang disesuaikan dengan penetapan alokasi definitif dari Kementerian Keuangan atau Kementerian Teknis lainnya.
c.2) Rencana Dana Insentif Daerah (DID) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.
c.3) Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor 971.1/056/2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
c.4) Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

VI. IKHTISAR REALISASI KINERJA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, fektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
RKPD Kota Surakarta tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2016-2021. Oleh karena itu penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan dalam RKPD kota Surakarta tahun 2017 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat mengarahkan pembangunan di Kota Surakarta agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021, Visi Walikota-Wakil Walikota Surakarta terpilih Tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta Tahun 2016–2021 adalah “TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”. Misi Kepala Daerah Terpilih tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan”. 
Selanjutnya dalam Prioritas  dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2018 yaitu: “Pengembangan Layanan Dasar dan Perekonomian Kota Berbasis Budaya dan Jasa”. Fokus pembangunan tahun 2018 adalah pada penguatan layanan dasar serta perekonomian yang berbasis pada budaya dan jasa.  Arah kebijakan Kota Surakarta tahun 2018 merupakan upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan daerah Kota Surakarta tahun 2018 yaitu:

Tabel 2.1. Tabel Tujuan Indikator, Target, Realisasi  RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Surakarta pada Tahun 2018

	
TUJUAN

	
INDIKATOR
	
TARGET
	
REALISASI
TAHUN 2018

	Misi Waras : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat


	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, promosi dan preventif kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani
	
	Angka Harapan Hidup (tahun)
	


77,11
	


77,19

	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota

	
	Indeks  Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	
41,04 %

	
41,21 %

	Misi Wasis:  Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah

	Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan
	1
	Rata-rata lama sekolah (tahun)

	
10,51
	
10,59

	
	2
	Harapan Lama Sekolah (tahun)
	
14,53
	
14,73

	Terwujudnya masyarakat yang cakap mengupayakan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya, serta prestasi pemuda dan olah raga
	1
	Tingkat aktualisasi pelestarian seni budaya (%)
	
100 %
	
100 %

	
	2
	Tingkat prestasi pemuda dan olah raga (%)
	

57,81
	

59,01 %

	Misi Wareg : Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani

	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani
	1
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	
97,37
	
97,67

	
	2
	Tingkat Kemiskinan (%)

	
8,99
	
8,34

	
	3
	Indeks Gini

	0,321
	0,32

	
	4
	TPT (Tingkat Penggangguran Terbuka) (%)
	
5,76 %
	
5,68 %

	
	5
	Pendapatan per kapita (rupiah)

	
60.922.565,68
	
63.823.145,56

	
	6
	Pengeluaran per kapita (rupiah)

	
14.806.000
	
15.301.000

	Terwujudnya perekonomian kota yang maju, kuat dan mandiri
	1
	Pertumbuhan ekonomi/ PDRB (%)
	
5 + 1
	
6 + 1

	
	2
	Tingkat inflasi (%)

	
4 + 1
	
3 + 1


	Misi Mapan: Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani

	Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis E-Government

	
	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat
	

72
	

74

	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berwawasan kependudukan dan keberlanjutan lingkungan

	
	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan (%) : 
RPJMD 
RKPD
	


80
67,5
	


80
70

	Meningkatnya ketertiban, keamanan, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta harmoni sosial masyarakat

	
	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
	

84,67 %
	

90 %

	Misi Papan : Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman,  tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya

	Tersedianya permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan siaga bencana
	
1
	
Persentase luasan Kawasan Kumuh (%)

	

4,93 %
	

3,29 %

	
	
2
	
Infrastuktur Kota dalam kondisi baik  (%)
	

81,95 %
	

81,95 %

	Meningkatnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial  dan budaya yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan
	


1.


.
	Persentase Sarana dan Prasarana (%):

Kegiatan sosial dan budaya yang representatif
Kegiatan ekonomi yang representatif
	


76,89


40,09
	


78,86


43,23
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No. 2017 % 2018**) %

A 136,519.99 0.50 141,924.28 0.49

1Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 135,972.92 0.50 141,370.39 0.49

2Kehutanan dan Penebangan Kayu

7.41

0.00 7.43 0.00

3Perikanan 

539.65

0.00 546.46 0.00

B

530.74

0.00 522.35 0.00

C 2,446,405.47 8.44 2,538,484.69 8.40

D

72,109.52

0.19 75,706.00 0.20

E

53,518.10

0.15 55,715.73 0.14

F

8,255,938.75

26.71 8,674,485.2627.16

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

7,415,193.59

22.43 7,760,693.1522.24

H

908,893.25

2.72 960,615.10 2.70

I

1,605,308.59

5.85 1,666,613.64 5.67

J

4,302,733.75

11.09 4,769,868.5111.39

K

1,091,006.81

3.92 1,127,675.74 3.86

L

1,397,574.02

4.07 1,433,135.71 3.98

M,N

233,751.42

0.80 253,439.26 0.83

O

1,682,112.54

5.72 1,732,862.82 5.57

P

1,326,726.85

5.34 1,395,239.38 5.32

Q

326,332.40

1.11 349,901.84 1.11

R,S,T,

U

308,354.68

0.94 323,282.93 0.93

31,563,010.46

100.00

33,260,166.38

515,165 517,144

61,267,769 64,315,097
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